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NO

VARIABEL

INDIKATOR

STANDAR

Pendidikan dan pelatihan

(Diklat)

a. Diklat Prajabatan
1. Relevansi materi
2. Relevansi metode
3. Evaluasi hasil

b.Diklatpim
1. Intensitas/frekuensi
2. Relevansi materi
3. Relevansi metode
4. Kesempatan
5.Evaluasi hasil

c. Diklat Teknis
1. Intensitas/frekuensi
2. Relevansi materi
3. Relevansi metode
4. Kesempatan
5.Evaluasi hasil

d. Pendidikan formal (ljin Belajar)
1. Motivasi
2.Persyaratan

3.Evaluasi hasil

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen

Built In

(Pelatihan Melekat)

Training

1. Kemampuan atasan
2. Waktu
3. Efektivitas

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen

Penugasan

1.Intensitas

2.relevansi dengan tupoksi

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen
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3.Reward (penghargaan)

4,Bentuk Pertanggung jawaban

4, Faktor-faktor yang 1.Ketersediaan dana Observasi,wawan
berpengaruh 2.Penentuan Visi dan Misi cara mendalam
o Dan dokumen
3.Kepemimpinan
INSTRUMEN DAN PEDOMAN WAWANCARA
NO VARIABEL INDIKATOR STANDAR
1. | Pendidikan dan pelatihan | a. Diklat Prajabatan Observasi,wawan

(Diklat)

1. Relevansi materi
2. Relevansi metode
3. Evaluasi hasil
b.Diklatpim
1. Intensitas/frekuensi
2. Relevansi materi
3. Relevansi metode
4. Kesempatan
5.Evaluasi hasil
c. Diklat Teknis
1. Intensitas/frekuensi
2. Relevansi materi
3. Relevansi metode
4. Kesempatan

5.Evaluasi hasil

cara mendalam

Dan dokumen
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d. Pendidikan formal (ljin Belajar)
1. Motivasi
2.Persyaratan

3.Evaluasi hasil

Built In Training
(Pelatihan Melekat)

4. Kemampuan atasan
5. Waktu
6. Efektivitas

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen

Penugasan

1.Intensitas
2.relevansi dengan tupoksi
3.Reward (penghargaan)

4,Bentuk Pertanggung jawaban

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen

Faktor-faktor yang

berpengaruh

1.Ketersediaan dana
2.Penentuan Visi dan Misi

3.Kepemimpinan

Observasi,wawan

cara mendalam

Dan dokumen
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11.
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DAFTAR PERTANYAAN

Strategi-strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas pada
BKDD Kota Parepare?

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang relevansi antara materi Diklat
prajabatan dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari?
Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang relevansi antara metode Diklat
prajabatan dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari?
Bagaimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan bapak/ibu setelah
mengikuti Diklat prajabatan dalam hubungannya dengan kebutuhan tugas
dan pekerjaan sehari-hari?

Bagaimana proses pelaksanaan Diklat prajabatan di BKDD Kota
Parepare?

Bagaimana Penentuan materi/kurikulum untuk Diklat prajabatan?
Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang antara materi Diklatpim dengan
kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari sebagai pejabat struktural ?
Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang antara metode Diklatpim dengan
kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari sebagai pejabat struktural ?
Bagaimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan bapak/ibu setelah
mengikuti Diklat prajabatan dalam hubungannya dengan kebutuhan tugas
dan pekerjaan sehari-hari ?

Bagaimana menurut bapak/ibu pemerataan kesempatan dalam mengikuti
Diklatpim ?

Bagaimana penentuan peserta untuk mengikuti Diklatpim ?



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang antara materi Diklat teknis
dengan kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari sebagai pejabat
struktural ?

Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang antara metode teknis dengan
kebutuhan tugas dan pekerjaan sehari-hari sebagai pejabat struktural ?
Bagaimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan bapak/ibu setelah
mengikuti Diklat teknis dalam hubungannya dengan kebutuhan tugas dan
pekerjaan sehari-hari ?

Apakah bapak/ibu mendapat tugas untuk memberikan materi setelah
mengikuti Diklat teknis kepada yang lain dan bagaimana bentuk
pelaporannya?

Bagaimana menurut bapak/ibu pemberian kesempatan bagi pegawai
dalam mengikuti Diklat teknis?

Bagaimana motivasi aparatur pemerintah daerah dalam mengembangkan
diri melalui pendidikan formal ?

Bagaimana persyaratan untuk mengikuti jin belajar ?

Bagaimana hasil evaluasi bagi aparatur yang telah melakukan jin belajar?
Bagaimana bentuk evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan
pendidikan dan Pelatihan.

Bagaimana menurut bapak/ibu kemampuan para atasan dalam lingkup
BKDD Kota Parepare dalam memberikan pelatihan langsung kepada staf
dibawahnya ?

Bagaimana menurut bapak/ibu waktu/kesempatan bagi para atasan dalam
lingkup BKDD Kota Parepare dalam memberikan pelatihan langsung

kepada staf bawahanya?



23.

24,

25.

26.

27.

28.
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Bagaimana menurut bapak/ibu efektivitas Pelatihan langsung jika
dibandingkan dengan mengikuti Diklat tertentu diLuar?

Bagaimana menurut bapak/ibu relevansi antara penugasan yang diberikan
atasan dengan tupoksi dalam lingkup BKDD Kota Parepare?

Bagaimana bentuk penghargaan yang diberkan atasan dalam lingkup
BKDD Kota Parepare terhadap Pegawai yang dapat melaksanakan tugas
dengan baik?

Apakah bapak/ibu mendapat tugas untuk memberikan materi setelah
penugasan kepada yang lain dan bagaimana bentuk pelaporannya.
Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap Pengembangan Kapasitas
pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Kota parepare

Bagaimana bentuk Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan
pengembangan kapasitas dalam Diklat, pelatihan melekat dan

penugasan?
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWES!I SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Unit Pelaksana Teknis — Pelayanan Perizinan Terpadu
Jin. Bougenville No. 5 Telp {0411) 441077 Fax. (0411) 448936

MAKASSAR 90222

Makassar, 24 Juni 2013

Kepada
Nomor :053%° /P2T-BKPMD/19.36P/06/VII/2013
Lampiran : - Yth. Walikota Parepare
Perihal  : lzin/lRekomendasi Penelitian

Izin/Rekomendasi Fenelitian
L di
Parepare

Berdasarkan surat Dekan PPs FISIP UNHAS Makassar Nomor : 5343/UN4.9.1/PL.02/2013 tanggal 21
Juni 2013 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawahini:

Nama : Mappeare

Nomor Pokok : P0800211005
Program Studi : Adm. Pembangunan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat JI P K kaan Km. 10, Mat

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalangw rangka penyusunan Tesis,
dengan judul :

«PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT DAERAH KOTA PAREPARE"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Juni s/d 24 Juli 2013

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyotujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperiunya.

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENAN/MAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWES! SELATAN .
3 injstrator Pelayanan Perizinan Terpadu

TEMBUSAN : Kepada Yth :
1. Dekan PPs FISIP UNHAS Makassar di Makassar,
2. Pertinagal ‘

website : www.p2tprovsulsel.com, email : p2t provsulsel@yahoo.com
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ganggawa No. 5 Parepare, Telp. (0421) 24920 Fax. (0421) 24920 Parepare
Kode Pos 91111, Email : kesbang@pareparekota.go.id Website :............................

Nomor .
Lampiran
Perihal

Parepare, 24 Juni 2013

Kepada
: 070U 3/BKBP Yth. Kepala BKDD Kota Parepare
: Izin Penelitian.- Di-
Parepare

DASAR »

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

2. UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah.

4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.

5. Surat Kepala BKPMD Prop. Sul-Sel Nomor : 0530/P2T-BKPMD/19.36P/06/VI1/2013
Tanggal 24 Juni 2013 Perihal Izin/Rekomendasi penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota

(Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare) dapat memberikan
Izin Penelitian kepada :

Nama : MAPPEARE

Tempat/Tgl Lahir : Patila, 06 Desember 1972

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PNS

Alamat : JI. Bau Massepe No.182 A Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian / Wawancara di Kota Parepare dengan judul :

“ PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KOTA PAREPARE *“

Selama : 2(Dua) Bulan tmt. 24 Juni s/d 24 Agustus 2013
Pengikut / Peserta  : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui

kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada
Instansi/Jawatan Badan yang bersangkutan.

2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah telah diizinkan, semata-
mata untuk kepentingan limiah.

3. Mentaati semua Per Undang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat
setempat.

4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil “ PENELITIAN " kepada Walikota
Parepare Cq. Kepala Badan Kesbang, dan Politik Kota Parepare.

5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata
pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperiunya,-

PALA BADAN KESATUAN BANGSA

; : Pembina Tk. |
: 16611231 199103 1 047

TEMBUSAN : Kepada Yth,

NAWON =S

Gubernur Prov. Sul Sel Cq. Kepala BKB Sul Sel di Makassar
Walikota Parepare di Parepare

Kepala BKPMD Prop. Sel-Sel di Makassar

Sdr. MAPPEARE
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHN
Jalan Balaikota No.1 Telepon (0421) 23516 Fax. (0421) 24885
PARE PARE

Kode Pos 91114

SURAT KETERANGAN
Nomor 800 - #<?2 - BKDD

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama : Drs. H. RAMADHAN UMASANGAJI, MM
b. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a.Nama : MAPPEARE

b. Tempat/Tgl Lahir : Patila, 06 Desember 1972

¢. Jenis Kelamin .- Laki-laki

d. Pekerjaan . PNS / Mahasiswa

e. Alamat :JI. Bau Massepe No.182A Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, telah
melakukan penelitian/wawancara pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kota Parepare selama 2 (dua) bulan tmt 24 Juni s/d 24 Agustus 2013 dengan
judul “PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KOTA PAREPARE”,

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

- Parepare, 26 Agustus 2013

" Drs. H, RAMADHAN UMASANGAJI, MM
““Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip 119571121 198503 1 016
Tembusan :
1. Walikota Parepare (sebagai laporan)
2. Pertinggal.



